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Menimbang :

Mengingat

BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018,
merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang
harus dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek tahunan

dalam rangka merealisasikan target kinerja Tahun 2018;

bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah
kebijakan Daerah dalam jangka waktu satu tahun yang
merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk
memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan

pembangunan daerah Kabupaten Tulungagung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Tulungagung Tahun 2018 yang dituangkan dalam Peraturan
Bupati;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



10.

11.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 - 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;



Menetapkan :

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2013 tentang RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2013 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Tulungagung;

3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2014 - 2018, yang selanjutnya disebut
dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun

2014 sampai dengan Tahun 2018;



5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten
Tulungagung, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

6. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja — PD), adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2
RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah Kabupaten
Tulungagung dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun

dengan sistematika sebagai berikut

BABI :PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAB VI : PENUTUP

Pasal 3

1. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-
program prioritas Tahun 2018 yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat,
dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

2. Uraian secara rinci RKPD sebagaimana tercantum dalam
lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Pasal 4
Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 29 Mei 2017

- embina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten T ulungagung
Tahun 2017 Nomor 34
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 33 TAHUN 2017
TANGGAL : 29 MEI 2017
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan
Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-
undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tersebut Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian
dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi
RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Dalam  melaksanakan amanat undang-undang, peraturan
pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas,
Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyusun dokumen RPJPD
Kabupaten Tulungagung 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018
Kabupaten Tulungagung merupakan program-program prioritas Tahun
2018 yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang didukung
oleh Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan memantapkan
pembangunan infrastruktur, pariwisata, kesehatan dan pendidikan untuk

percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang pelaksanaannya
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merupakan tahun ke lima dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 - 2018.

Penyusunan RPJMD mengacu kepada RPJPD 2005-2025, yang
memuat : visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah terpilih; dan
rancangan rencana teknokratik. RPJMD yang merupakan visi, misi dan
program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan
oleh Satuan Kerja Perangkat daerah melalui program dan kegiatan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-PD).

RKPD sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan tahapan
sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan RKPD;

b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

c. Penyusunan Rancangan RKPD;

d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;

e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
f. Penetapan RKPD.

Tahapan persiapan penyusunan RKPD meliputi : pembentukan Tim
Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD, penyusunan agenda kerja,
serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh
proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan
kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja PD
dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan
teknokratis dan partisipatif.

Setelah rancangan awal RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah
merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan
Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang
telah disusun dalam rancangan awal RKPD kabupaten dengan rancangan
Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi
tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD
bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses
pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang

tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mengharmoniskan dan
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menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional
dan provinsi.

Evaluasi Rancangan Awal RKPD ini merupakan bagian dari proses
identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk
melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap
penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional
untuk tahun rencana.

Tahap selanjutnya adalah Verifikasi dan Integrasi Program &
Kegiatan Prioritas, dengan tujuan pokok adalah menyangkut kesamaan
materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah
sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas tiap-tiap
SKPD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga
memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya
tercantum dalam rancangan Renja PD pada SKPD terkait. bahwa pada
pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2018 ini telah
menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (
SIPPD ) dalam mewujudkan proses perencanaan lebih efektif dan efisien

untuk menuju E- Government.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2018
ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
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10.

11.

12.

13.

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerabh;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016
tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2017 tentang penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018;
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14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016
tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2014-2019;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2005-2025 ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2012-2032;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Tulungagung;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappeda (Bappeda)
menyiapkan Rancangan Awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM
Daerah. Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD tersebut
juga mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN. Oleh karena itu, RKPD
Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 disusun dengan berpedoman
kepada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 — 2018 serta RPJM
Nasional Tahun 2015 - 2019.

Adapun keterkaitan RKPD dengan dokumen lainnya adalah

sebagaimana sistematika berikut :
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Gambar 1.1
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran
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1.4. Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-

bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BABII EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN
TULUNGAGUNG TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Berisi evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016. Sedangkan
capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan
tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan

pembangunan.
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BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi, yang antara
lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah,
sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah
daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian
daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
TULUNGAGUNG
Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis
terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 dan
capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD,
identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah
beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas
kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh
Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD

tahun 2019.

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan
kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD)
dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.
Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili
aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari
program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki

nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI PENUTUP
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1.5. Maksud dan Tujuan

Dalam tata urutan dokumen perencanaan, RKPD disusun untuk
menjamin  keterkaitan dan = konsistensi antara  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana Pasal 33 ayat
1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Dengan maksud tersebut, maka RKPD 2018
sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 26
ayat 2 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam
penyusunan KUA, PPAS dan lebih lanjut RAPBD.

RKPD Tahun 2018 merupakan acuan dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) APBD Tahun 2018 sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun
Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD. Sebagai dokumen yang menjadi
acuan dalam penyusunan RAPBD, maka struktur program dan kegiatan
dokumen RKPD akan diterjemahkan secara operasional dalam konteks
penatausahaan anggaran yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Dengan konsep struktur program
dan kegiatan antara RKPD, KUA dan PPAS merupakan konsep
penerjemahan dalam konteks penatausahaan anggaran, yang apabila
diterjemahkan ke dalam konsep struktur program dan kegiatan,
merupakan kalkulasi sumberdaya dalam operasionalisasi struktur
program dan kegiatan pada RKPD dalam rangka mewujudkan target
kinerja masing-masing agenda pada RPJMD.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 ini sebagai penjabaran
dari RPJMD Tahun 2014-2018, yang didalam RPJMD tersebut memuat
visi dan misi Bupati terpilih serta isu strategis yang akan dituntaskan
dalam 5 tahun.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 yang memuat evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun dengan tujuan

untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku
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pembangunan. Demikian pula Perangkat Daerah sebagai pelaksana
program dan kegiatan RKPD Tahun 2018 dari jajaran Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkewajiban menyusun Rencana
Kerja - PD Tahun 2018.
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kondisi Geografis

Kondisi Kabupaten Tulungagung dilihat dari aspek fisik
wilayah dapat diidentifikasi atas beberapa kriteria fisik. Kriteria
fisik tersebut yang akan menentukan ciri-ciri wilayah yang ada
diberbagai kawasan Kabupaten Tulungagung. Secara geografis
wilayah administratif Kabupaten Tulungagung memiliki luas
wilayah sebesar 1.055,65 Km? yang terletak diantara 111043’ —
1120 07’ Bujur Timur dan 7°51° — 8°18’ Lintang Selatan. Wilayah

administrasi Kabupaten Tulungagung dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri

- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar

- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten

Ponorogo

Wilayah Kabupaten Tulungagung dibagi kedalam beberapa
wilayah administratif yang lebih kecil didalamnya berupa 19

kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan.
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Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tulungagung
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Topografi

Luas Wilayah Kabupaten Tulungagung secara keseluruhan
sebesar 105.565 Ha dengan kondisi topografi bervariasi, yang
meliputi :

» Kawasan seluas * 35.353,72 ha atau 33,49% dari wilayah
Tulungagung berketinggian 0-100 meter diatas permukaan air
laut.

» Kawasan seluas + 58.926,38 Ha atau 55,82% dari wilayah
Tulungagung berketinggian 100-500 meter diatas permukaan
air laut.

» Kawasan seluas * 8.096,84 Ha atau 7,67% dari wilayah
Tulungagung berketinggian 500-1.000 meter diatas permukaan
air laut.

» Kawasan seluas * 3.188,06 Ha atau 3,02% dari wilayah
Tulungagung berketinggian lebih dari 1.000 meter diatas

permukaan air laut.
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Kabupaten Tulungagung memiliki wilayah dataran rendah,
sedang, dan tinggi dengan konfigurasi datar, perbukitan, dan
pegunungan. Dataran rendah merupakan daerah dengan
ketinggian di bawah 500 m dari permukaan laut. Daerah ini
hampir di semua wilayah Kabupaten Tulungagung, kecuali di
Kecamatan Pagerwojo dan Kecamatan Sendang yang dataran
rendahnya hanya 4 desa. Dataran sedang dengan ketinggian 500
— 700 m dari permukaan laut meliputi Kecamatan Pagerwojo
sebanyak 6 desa dan Kecamatan Sendang 5 desa. Dataran tinggi
dengan ketinggian di atas 700 m dari permukaan laut terdiri dari 1
desa di Kecamatan Pagerwojo dan 2 desa di Kecamatan Sendang.

Secara garis besar wilayah Kabupaten Tulungagung ini
dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yakni :

a. Bagian Utara (Barat Daya) merupakan daerah pegunungan
yang relatif subur, yang merupakan bagian tenggara dari
pegunungan Wilis; mencakup areal seluas + 25 %j;

b. Bagian Selatan merupakan daerah pegunungan yang relatif
tandus, namun kaya akan potensi hutan dan bahan tambang,
yang merupakan bagian dari pegunungan kapur selatan Jawa
Timur; mencakup areal seluas * 40 %;

c. Bagian Tengah merupakan dataran rendah yang subur, yang
dilalui oleh Sungai Brantas dan Kali Ngrowo (Parit Agung)
beserta cabang-cabangnya; meliputi areal seluas + 35 %.

Secara umum luasan yang merupakan dataran rendah
berada di tengah kabupaten, sedangkan dataran tinggi dengan
kondisi tanah bergelombang ataupun bukit/pegunungan berada di
sebelah barat laut dan selatan.

Kemiringan tanah dapat dinyatakan dalam bentuk
prosentase (%). Pernyataan untuk setiap 1% kemiringan tanah
(kelerengan) berarti terdapat perbedaan tinggi sebesar 1 meter dari
dua tempat berjarak 100 meter. Kabupaten Tulungagung memiliki
kelas kelerengan yang beragam. Jika diklasifikasi, setidaknya
terdapat enam kelas wilayah kemiringan tanah, sebagaimana

terdapat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.1
Luas Lahan Berdasarkan Kemiringan Tanah

. Kelerengan Luasan
No. Wilayah (%) (hektar) Prosentase
I | Datar 0-2 43.070,52 40,8
II | Datar — landai 2-8 5.172,69 4,9
III | Landai — berombak 8-15 7.600,68 7,2
1y |Berombak | 15-25 14.567,96 13,8
bergelombang lemah
v | pergelombang lemah =1 55 40 | 21.113,00 20,0
uat
VI | Bergelombang kuat > 40 14.040,15 13,3

Sumber : RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

Hidrologi

Di wilayah Kabupaten Tulungagung terdapat beberapa
sungai yang memiliki aliran sepanjang tahun. Beberapa sungai
tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan
membentuk suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Kabupaten
Tulungagung termasuk dalam DAS Brantas dimana terdapat
sungai - sungai kecil yang bermuara di Kali Brantas. Selain dialiri
oleh sungai - sungai tersebut diatas keadaan hidrologi juga
ditentukan oleh adanya waduk, dam, mata air, pompa air dan
sumur bor. Air permukaan merupakan air tawar yang terdapat
pada sungai, saluran, danau/telaga,

rawa, empang dan

sebagainya.

Klimatologi

Tipe iklim Kabupaten Tulungagung secara umum termasuk
tipe iklim hujan tropis bermusim. Tipe hujan dicirikan oleh
turunnya hujan bermusim (bulan Nopember sampai April), dan
adanya musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober. Suhu
rata-rata mencapai 27°C dengan suhu terendah 249C dan suhu
tertinggi 30°C. Kelembaban udara berkisar antara 74 - 77% dan
curah hujan tahunan rata-rata berkisar 2.155 - 3.292 mm.
Perubahan iklim saat ini telah menjadi persoalan global yang
melibatkan berbagai negara dan berbagai disiplin ilmu untuk
mengatasinya. Dampak perubahan iklim telah mulai dirasakan

beberapa tahun terakhir ini termasuk di Kabupaten Tulungagung.
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Peningkatan suhu udara, musim panas lebih pendek serta musim
penghujan lebih panjang dengan curah hujan yang tinggi dan

angin kencang merupakan dampak yang nyata.

Potensi Pengembangan Wilayah

Perkembangan wilayah yang semakin meningkat pada
dasarnya diimbangi oleh adanya perkembangan ekonomi di
semua sektor oleh semua stakeholders pembangunan. Dalam
rangka perkembangan wilayah terdapat paradigma pembangunan
yang semakin berkembang yang mengantarkan kepada suatu
pemikiran baru mengenai pembangunan yang lebih komprehensif,
sebagaimana telah tertuang pada RTRW Kabupaten Tulungagung
2012-2032 telah memuat sistem perkotaan yang meliputi:
a. Penetapan pusat perkotaan;

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Perkotaan
Tulungagung;

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi PKLp
Perkotaan Karangrejo, PKLp Perkotaan Ngunut dan PKLp
Perkotaan Campudarat.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Perkotaan
Boyolangu, Perkotaan Kauman, Perkotaan Gondang,
Perkotaan  Sendang, Perkotaan Ngantru, Perkotaan
Pagerwojo, Perkotaan Pakel, Perkotaan Bandung, Perkotaan
Sumbergempol, Perkotaan Besuki, Perkotaan Rejotangan,

Perkotaan Kalidawir, Perkotaan Pucanglaban, dan Perkotaan

Tanggunggunung.

b. Rencana fungsi pusat pelayanan meliputi :

1. PKL yang berada di Perkotaan Tulungagung dengan fungsi
pusat pelayanan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan,
kesehatan, olah raga, perdagangan, dan jasa;

2. PKLp yang berada di Perkotaan Karangrejo dengan fungsi
pusat pelayanan sebagai kawasan agropolitan, penyangga
perkotaan, pariwisata, industri, dan kawasan lindung atau

konservasi;
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3. PKLp yang berada di Perkotaan Ngunut dengan fungsi pusat
pelayanan sebagai pusat pengembangan kawasan pertanian,
peternakan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa; dan

4. PKLp yang berada di Perkotaan Campurdarat dengan fungsi
pusat pelayanan sebagai penyangga perkotaan, industri,

perikanan, dan pariwisata.

c. Pengembangan fasilitas kawasan perkotaan meliputi :

1. PKL Perkotaan Tulungagung direncanakan dikembangkan
sebagai fasilitas perkotaan berupa pusat pemerintahan
Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional,
pusat pendidikan skala regional, pusat kesehatan skala
regional, pusat pelayanan pariwisata, terminal penumpang
tipe A, pusat pelayanan transportasi skala kabupaten, dan
peribadatan;

2. PKLp Perkotaan Karangrejo direncanakan dikembangkan
sebagai fasilitas perkotaan berupa perdagangan dan jasa,
pendidikan, kesehatan, olah raga, terminal tipe C, terminal
barang, industri, dan peribadatan;

3. PKLp Perkotaan Ngunut direncanakan dikembangkan
sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan,
kesehatan, terminal tipe C, olah raga, dan peribadatan; dan

4. PKLp Perkotaan Campurdarat direncanakan dikembangkan
sebagai fasilitas perkotaan berupa pasar, pendidikan,
kesehatan, terminal tipe C, olah raga, industri, dan

peribadatan.

d. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan peruntukan industri ditetapkan dengan kriteria
berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan
industri, tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan
hidup dan/atau tidak mengubah lahan produktif. Kawasan
peruntukan industri terbagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu
industri mikro dan kecil, industri menengah, dan industri
besar. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bahwa batasan
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industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri

sendiri dengan kekayaan bersih Rp.50.000.000,00 -

Rp.500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Sedangkan

industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif dengan

kekayaan bersih sebesar Rp.500.000.000,00 -

Rp.10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan. Selebihnya

diatas ketentuan tersebut dikategorikan industri besar.

Sedangkan dibawah ketentuan industri kecil adalah usaha

mikro. Selain itu juga terdapat kelompok non sentra industri

yang juga tersebar di seluruh kecamatan yang didominasi

(83%) oleh industri rumah tangga. Lebih jelasnya persebaran

industri di Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut:

Kawasan peruntukan industri besar meliputi Kecamatan

Kauman, Kecamatan Kedungwaru; Kecamatan Besuki;

Kecamatan Sumbergempol; Kecamatan Campurdarat;

Kecamatan Ngunut; dan Kecamatan Ngantru.

Kawasan peruntukan industri menengah terdiri atas:

Industri menengah berbagai jenis terdapat di Kecamatan

Besuki, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Kedungwaru,

Kecamatan Tulungagung, Kecamatan Ngantru, Kecamatan

Karangrejo, dan Kecamatan Kauman.

Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro terdiri atas:

» kawasan sentra industri kecil marmer dan onix meliputi
Kecamatan Campurdarat dan Kecamatan Besuki;

» kawasan sentra industri makanan dan minuman meliputi
Kecamatan Tulungangung, Kecamatan Boyolangu, dan
Kecamatan Kedungwaru.

» kawasan sentra tembakau meliputi Kecamatan Gondang,
Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Pakel dan Kecamatan
Campurdarat.

» kawasan sentra industri batik meliputi Kecamatan
Kedungwaru dan Kecamatan Kauman.

» kawasan sentra industri konveksi meliputi Kecamatan
Tulungagung, Kecamatan Kedungwaru, dan Kecamatan

Boyolangu.
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» kawasan sentra industri kelapa meliputi Kecamatan
Rejotangan, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban,
Kecamatan Ngunut, Kecamatan Tanggunggunung, dan

Kecamatan Bandung.

Sub sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam
aktivitas industri di Kabupaten Tulungagung dalam lima tahun
terakhir adalah makanan, minuman dan tembakau; tekstil,
barang kulit dan alas kaki, dan bahan galian non logam; kayu
dan sejenisnya; serta kertas, percetakan dan penerbitan.
Untuk subsektor makanan, minuman, dan tembakau
merupakan subsektor yang memberikan sumbangan sebesar
39% untuk sektor industri. Dalam waktu mendatang subsektor
tersebut akan semakin menjadi subsektor andalan bagi
perkembangan ekonomi Kabupaten Tulungagung.

Salah satu industri makanan minuman yang dapat
dikembangkan adalah industri pengolahan kelapa dengan
penerapan industri simbiosis dimana semua hasil dari kelapa
dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai macam produk.
Pada umumnya kelapa tumbuh di wilayah pesisir pantai,
demikian pula halnya dengan wilayah  Kabupaten
Tulungagung. Batang, daun, buah, tempurung, sabut dan air
kelapa, semuanya merupakan bahan yang sangat berguna dan
dapat dijadikan bahan baku industri berbagai produk baik
keperluan lokal maupun ekspor. Selain itu juga terdapat
potensi budidaya di wilayah lainnya.

Rencana pengelolaan kawasan industri dan perdagangan,

yaitu :

e Pengembangan kawasan sentra industri rumah tangga
terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;

e Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada
setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;

e Pengembangan ekonomi dan  perdagangan dengan

pengutamaan UKM; dan
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e Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan
kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang

kepastian hukum yang menunjang investasi.

e. Kawasan Industri

Sedangkan arahan pengembangan kawasan industri yang

direncanakan di Kecamatan Ngantru dan Sumbergempol

adalah sebagai berikut:

e Pengembangan kawasan industri dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek ekologis, memperhatikan daya
dukung lahan dan tidak mengkonversi lahan pertanian
secara besar-besaran.

e Pengembangan kawasan industri harus didukung oleh
adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi bawahan

e Pengembangan kegiatan industri harus didukung oleh
sarana dan prasarana industri

e Pengembangan kegiatan industri berbasis sumberdaya lokal
yang berkelanjutan

e Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses
produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir
serta industri antara yang dibentuk berdasarkan
pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan
lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta

e Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan
metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus
dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap

kemungkinan adanya bencana industri.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata
Kabupaten Tulungagung merupakan wilayah potensial untuk
pengembangan pariwisata sebagai salah satu alternatif daerah
tujuan wisata unggulan Jawa Timur maupun Nasional, karena
keanekaragaman obyek wisata yang dimilikinya.
Proses perencanaan dan pengembangan sektor Pariwisata
Kabupaten Tulungagung menggunakan analisis cluster obyek

wisata. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kawasan
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perencanaan yang mencakup beberapa obyek wisata sehingga

mempermudah dalam proses perencanaan dan

pengembangannya. Penetapan pusat pengembangan

didasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut:

» Kemudahan aksesibilitas
Aksesibilitas merupakan salah satu faktor perkembangan
suatu wilayah maupun kawasan. Semakin mudah
pencapaian/akses suatu tempat, maka semakin besar
peluang berkembangnya suatu wilayah /kawasan tersebut.

» Jarak antara obyek wisata
Obyek-obyek wisata yang ada di wilayah perencanaan
tersebar di seluruh wilayah. Karena pertimbangan jarak dari
obyek yang satu dengan obyek yang lain maka perlu
dilakukan pembagian berdasarkan cluster. Salah satunya
dilihat dari kedekatan/jarak antara obyek wisata yang ada.

» Banyaknya pergerakan
Pola pergerakan wisatawan adalah kegiatan/perjalanan
wisatawan ke obyek-obyek yang akan maupun telah
dikunjungi. Pada umumnya = wisatawan memiliki
kecenderungan untuk berkunjung ke obyek wisata lain
dengan jarak yang dekat dengan lokasi obyek wisata yang
telah dikunjungi dan memiliki kegiatan/ragam wisata yang
berbeda dan variatif.

» Arahan oleh rencana tata ruang
Didalam arahan rencana tata ruang dalam pengembangan
kawasan dilakukan dengan menumbuhkan embrio-embrio
pertumbuhan baru. Embrio-embrio ini diletakkan pada
daerah-daerah yang belum berkembang. Adanya embrio ini
akan dilengkapi dengan sarana prasarana. Pembagian
cluster salah satunya menjadikan obyek sebagai magnet
penarik pertumbuhan. Harapan adanya pembagian cluster
ini adanya penyebaran sarana prasarana berdasarkan

kebutuhan.
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Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Tulungagung

terdiri atas:

» Kawasan wisata alam terdiri atas daya tarik wisata goa,
daya tarik wisata air, daya tarik wisata pantai, dan
agrowisata berada di Desa Sendang Kecamatan Sendang.

» Kawasan wisata budaya berupa daya tarik wisata
peninggalan sejarah dan purbakala.

» Kawasan wisata buatan berupa pesanggrahan Argowilis

berada di Kecamatan Sendang.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Pengembangan permukiman di Kabupaten Tulungagung
terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan pada kawasan
permukiman perkotaan, dan permukiman pedesaan, secara
faktual Kabupaten Tulungagung masih didominasi wilayah
pedesaan. Luas kawasan permukiman di Kabupaten
Tulungagung seluas 20.709,19 Ha.

Secara umum, kawasan permukiman di Kabupaten
Tulungagung memiliki kecenderungan berkembang secara
linier @ atau  memanjang (ribbon  development). Pola
perkembangan seperti ini menunjukkan ketidakmerataan
perembetan areal perkotaan di semua bagian sisi-sisi luar dari
pada daerah kota utama. Perkembangan terjadi di sepanjang
jalur transportasi yang ada, khususnya yang bersifat menjari
(radial) dari pusat kota. Perkembangan linier ini juga
dikarenakan adanya lahan pertanian yang menjadi penghalang
bagi pertumbuhan permukiman. Di bagian selatan terdapat
areal pertambangan dan hutan yang menyebabkan
perkembangan permukiman hanya berkembang di sekitar jalur
transportasi yang ada.

Hal ini menyebabkan adanya inefisiensi dalam
pemerataan fasilitas dan utilitas, karena perkembangan yang
linier tersebut menyebabkan pola perkembangan fasilitas dan

utilitas mengikuti pola jaringan jalan yang ada.
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Didalam pengembangan permukiman harus disesuaikan
dengan kebutuhan dan pangsa pasar. Dengan demikian
diharapkan perumahan yang telah dikembangkan bisa
memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi seperti ini,
maka didalam penyediaan perumahan diarahkan untuk
masyarakat berpendapatan menengah kebawah, yaitu berupa
rumah sederhana. Dengan komposisi perbandingan luas
kapling yang akan dikembangkan antara kapling besar,

sedang, dan kapling kecil adalah 1:3:6.

h. Peruntukan Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan
pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat
menduduki lahan yang retatif sempit dan dinamika kehidupan
yang relatif tinggi dan merupakan orientasi pergerakan
penduduk yang ada pada wilayah sekitarnya. Penggunaan
lahan perkotaan (urban) termasuk didalamnya penggunaan
lahan untuk perumahan/permukiman, kegiatan perdagangan/
jasa,perusahaan/industri dan fasilitas sosial yang terletak di
kota kabupaten maupun kota-kota kecamatan.

Kawasan permukiman perkotaan adalah merupakan
pusat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi perkotaan, jumlah penduduk yang padat
menduduki lahan yang relatif sempit dan dinamika kehidupan
yang retatif tinggi. Penggunaan lahan perkotaan (urban)
termasuk didalamnya penggunaan lahan untuk perumahan /
permukiman, kegiatan perdagangan / jasa, perusahaan /
industri dan fasilitas sosial yang terletak di kota kabupaten
maupun kota-kota kecamatan.

Permukiman perkotaan diarahkan sebesar 8.448 Ha
dikembangkan pada Kecamatan Tulungagung, Kecamatan
Kedungwaru, Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Ngunut,
Kecamatan Bandung, Kecamatan Sumbergempol, Kecamatan

Ngantru, Kecamatan Campurdarat, dan Kecamatan Kauman.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Ir-12



Untuk pengembangan kawasan permukiman perkotaan
di Kabupaten Tulungagung dengan arahan kebijaksanaan yang
ditetapkan mengacu pada :

e Memperhitungkan kecenderungan perkembangan
pembangunan permukiman baru

e Memperhitungkan daya tampung perkembangan penduduk
dan fasilitas/prasarana yang dibutuhkan

e Penggunaan lahan eksistingnya

Berdasarkan acuan-acuan tersebut di atas
pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten
Tulungagung lebih diarahkan pada penggunaan lahan non
produktif dengan kebijaksanaan penataan ruang secara rinci
meliputi :

e Pemenuhan kebutuhan perumahan dengan penambahan
luas kawasan permukiman perkotaan di lahan yang tingkat
produktivitasnya rendah, yaitu lahan pertanian kering
(tegalan, perkebunan, dll)

e Tindakan preventif terhadap dampak bencana yang terjadi di
kawasan rawan bencana alam.

e Penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan permukiman
dengan memperhatikan proporsi ketersediaan ruang terbuka
hijau dan infrastruktur penunjang permukiman terhadap
luas total sebesar 40%.

Permukiman lahan perkotaan berdasarkan deliniasi
rencana kawasan perkotaan meliputi Kecamatan yang
merupakan daerah pusat pengembangan kegiatan pelayanan.
Selain itu perkembangan permukiman perkotaan di arahkan

pada lokasi-lokasi yang disusun dalam perencanaan IKK.

i. Peruntukan Permukiman Perdesaan
Kawasan permukiman perdesaan adalah suatu kawasan untuk
permukiman pada lokasi sekitarnya masih didominasi oleh
lahan pertanian, tegalan, perkebunan dan lahan kosong serta
aksesibilitas umumnya kurang, jumlah sarana dan prasarana
penunjang juga terbatas atau hampir tidak ada, kawasan

dengan ciri dan karakteristik sifat serta karakteristik
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lingkungan permukiman yang masih mencirikan tata dan
lingkungan kehidupan rural. Interaksi pergerakan di
lingkungan permukiman masih rendah dan sangat dipengaruhi
oleh interaksi hubungan eksternal. Secara fisiografis
permukiman perdesaan di Kabupaten Tulungagung terletak di
pergunungan dan dataran tinggi, dataran rendah, dan di
pesisir. Setiap lokasi memiliki karakter tersendiri dan
memerlukan penanganan sesuai karakter masing-masing.
Kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah
pegunungan dan dataran tinggi kegiatan, pengembangan
permukiman diarahkan pada pertanian tanaman keras,
perkebunan dan sebagian hortikultura, dan pariwisata. Pada
kawasan ini perkembangan permukiman harus diarahkan
membentuk cluster dengan pembatasan pengembangan
permukiman pada kawasan lindung. Kawasan permukiman
perdesaan yang terletak pada dataran rendah, umumnya
memiliki kegiatan pertanian sawah, tegal, kebun campur,
termasuk peternakan dan perikanan darat. Sebagian besar
permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah
memiliki kondisi tanah yang subur. Lahan kosong yang
terletak pada tengah permukiman dan sepanjang jalan utama
merupakan kawasan yang rawan perubahan pengunaan lahan
dari kawasan pertanian menjadi kawasan terbangun. Pada
kawasan ini diperlukan pembatasan pengembangan untuk
kawasan terbangun. Pada kawasan permukiman perdesaan
yang memiliki potensi sebagai penghasil produk unggulan
pertanian atau sebagai kawasan sentra produksi akan
dilengkapi dengan lumbung desa modern, juga pasar
komoditas unggulan. Selanjutnya beberapa komoditas yang
memiliki prospek pengembangan melalui pengolahan akan
dilakukan pengembangan industri kecil dengan membentuk
sentra industri kecil. Kawasan permukiman perdesaan sebesar
15.033,3 Ha dikembangkan pada Kecamatan Besuki,
Kecamatan Pakel, Kecamatan Tanggunggunung, Kecamatan
Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan

Rejotangan,
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Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan

Pagerwojo, dan Kecamatan Sendang.

j- Sosial dan Budaya
Kehidupan sosial budaya masyarakat Kabupaten Tulungagung
sebagian besar diwarnai oleh budaya dan bahasa Jawa.
Melestarikan budaya masyarakat yaitu Upacara tradisional
seperti Siraman Pusaka Kyai Upas, Temanten Kucing, Upacara
Adat Ulur-Ulur, Upacara Adat Labuh Laut, Lingkungan Budaya
seperti makanan dan minuman khas Tulungagung dan
pakaian adat Tulungagung, kesenian seperti Reog Kendang,
Jaran Kepang, Tiban, Teater Tradisional seperti ludruk,
ketoprak, wayang, teater tutur seperti kentrung, jemblung,
karawitan, dan lain-lain. Peninggalan budaya di Kabupaten
Tulungagung dimana wujudnya berupa Candi Penampihan
(Asmara Bangun), Candi Miri Gambar, Candi Gayatri, Candi
Dadi, Candi Cungkup, Candi Jaho/Ngampel, Situs Mbah
Bodho, Situs Rejotangan, Situs pakuwuhan/ Padepokan
Aryojeding, Situs Sumberringin, Situs Tulungrejo, Makam
Ngadirogo, Makam Mbah Wali, Makam Mbah Jayeng Kusumo,
Musium Daerah, makam Srigading, Masjid dan Makam Sunan
Kuning, Makam Patih  Tulungagung R.M. Ngabei
Sastrodimedjo, Makam Surontani, Makam Ngujang, dan Hutan
Wisata Kandung. Kaitannya dengan Hari Jadi Kabupaten
Tulungagung, erat hubungannya dengan Prasasti Lawadan.
Pada tahun 1205 M, masyarakat Thani Lawadan di selatan
Kabupaten Tulungagung, mendapatkan penghargaan dari Raja
Daha terakhir, Kertajaya, atas kesetiaan mereka kepada Raja
Kertajaya ketika terjadi serangan musuh dari timur Daha.
Penghargaan tersebut tercatat dalam Prasasti Lawadan dengan
candra sengkala "Sukra Suklapaksa Mangga Siramasa" yang
menunjuk tanggal 18 November 1205 M. Tanggal keluarnya
prasasti tersebut akhirnya dijadikan sebagai hari jadi

Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2003. Berkenaan dengan
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hal diatas, diperlukan adanya pengamanan terhadap kawasan
atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan

bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan
bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-

ketentuan yang perlu diperhatikan.

Wilayah Rawan Bencana

Wilayah peka atau rawan bencana dan wilayah kritis di
Kabupaten Tulungagung khususnya untuk wilayah rawan banjir
terjadi karena adanya wilayah yang mempunyai ketinggian kurang
dari 25 meter diatas permukaan air laut dengan kelerengan 2-
15%, selain itu karena terdapatnya faktor pembatas alam berupa
bentuk-bentuk batuan dalam tanah yang relatif sulit menyerap air
(tanah clay). Berdasarkan keadaan tersebut diatas dapat
diindikasikan beberapa kawasan yang juga mempunyai
kecenderungan terjadinya erosi akibat dari penggerusan oleh air
terutama air hujan dengan curah hujan yang lebat. Berikut
merupakan tabel kawasan rawan bencana yang ada di Kabupaten

Tulungagung.

Tabel 2.2
Kawasan Rawan Tsunami Kabupaten Tulungagung

No Nama Pantai Lokasi Panjang
Desa Kecamatan (Km)
1 Nglarap, Klatak, | Keboireng | Besuki * 6.90
Bayeman
2 Brumbun, Gerangan Ngrejo | Tanggunggunung * 8.25
3 Sine Kalibatur | Kalidawir +7.20
4 Sidem, Popoh Basole | Besuki *6.45
Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032
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Tabel 2.3

Kawasan Rawan Gerakan Tanah Di Kabupaten Tulungagung

No Nama Lokasi Kemiringan Keterangan
1. | Zone Daerah Tulungagung, Kauman, <5% Lereng dibentuk oleh
Kerentanan sekitar Bandung, sebelah utara Aluvium (Qa)
gerakan Besuki. Sebelah utara Kalidawir, terjadi di daerah
tanah sangat | Karangrejo, Ngantru, sekitar sungai
rendah Sumbergempol, Gondang dan
Kedungwaru
2. | Zone Daerah Besuki, Campurdarat, 5-15% umumnya dibentuk
Kerentanan Tanggunggunung, Kalidawir, oleh tanah pelapukan
gerakan Pucanglaban, Rejotangan, batuan
tanah rendah | Gondang, Kauman, Sendang, terjadi pada tebing
Pagerwojo lembah sungai (alur)
3. | Zone Daerah Besuki, Campurdarat, | (5-15%)-(50- vegetasi penutup
Kerentanan Tanggunggunung, Kalidawir, 70%) kurang
gerakan Pucanglaban, Rejotangan, umumnya terjadi pada
tanah Gondang, Kauman, Sendang, perbatasan lembah
menengah Pagerwojo, Bandung, karangrejo, sungai, peralihan
Boyolangu litologi, atau tebing
jalan yang disebabkan
oleh curah hujan tinggi
Dibentuk oleh
pelapukan batuan
4. | Zone Daerah Besuki, Agak Terjal Zona ini sering terjadi
Kerentanan Tanggunggunung, Kalidawir, (30-50%) gerakan tanah akibat
gerakan Gondang,Sendang, Pagerwojo sampai sangta curah hujan intensitas
tinggi terjal (>70%) tinggi
Dibentuk oleh tanah
pelapukakan pada

batuan dasar bersifat
gembur
Vegetasi
relatif kurang

umumnya

Sumber: RTRW Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032

Gempa bumi yang terjadi umumnya berskala kecil, sehingga tidak

menyebabkan kerusakan. Gempa bumi yang kuat mampu

menyebabkan kerusakan berupa retakkan pecah (fault rupture),

getaran bumi (gegaran) banjir disebabkan oleh tsunami,

lempengan pecah, berbagai jenis kerusakan muka bumi kekal
tanah lembik, dan kebakaran atau

seperti tanah runtuh,

perlepasan bahan beracun. Kriteria kawasan rawan gempa

menurut PP No 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
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Wilayah Nasional adalah kawasan yang berpotensi dan/atau
pernah mengalami gempa bumi dengan skala VII sampai dengan
XII Modified Mercally Intensity (MMI). Bencana alam lain yang
sering terjadi di Kabupaten Tulungagung adalah tanah longsor dan

angin puting beliung.

Tabel 2.4
Bencana di Kabupaten Tulungagung Tahun 2016
No. Jenis Bencana Lokasi
1. | Tanah Longsor - Kecamatan Sendang, Desa

Segawe, Mulyosari, Penjor,
Kradinan, 2 titik dilingkar
Waduk Wonorejo Kecamatan
Pagerwojo, Desa Punjul

Kecamatan Karangrejo.

2. | Banjir - Desa Betak, Ngubalan
Kecamatan Kalidawir, Desa
Waung, Gedangsewu,
Moyoketen, Sobontoro,

Kecamatan Boyolangu, Desa
Simo Kecamatan Kedungwaru,
Desa Pojok, Tanggung
Kecamatan Campurdarat,
Desa Banjarejo, Tugu

Kecamatan Rejotangan, Desa

Babadan, Sukowidodo
Kecamatan Karangrejo, Desa
Bantengan, Nglampir,
Talunkulon Kecamatan

Bandung, Desa Tanggulturus,
Besole, Keboireng Kecamatan
Besuki, Desa Notorejo, Sidem

Kecamatan Gondang ;

3. |Hujan deras dan angin |- Hujan deras yang disertai
kencang d . .

engan angin, sehingga
berpotensi terjadinya puting
beliung yang mengakibatkan

banyak pohon tumbang
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No.

Jenis Bencana

Lokasi

Gelombang air laut besar

Tenggelam di Laut

Kebakaran

,;umah roboh, terjadi di Simo
Kecamatan Kedungwaru, Desa
Gempolan, Gesikan, Ngebong,
Ngrance, Bangunjaya, Pecuk,
Kasreman Duwet,
Bangunmulyo, Sodo, Sanan
Kecamatan Pakel, Desa Bono
dan Kendalbulur Kecamatan
Boyolangu, Desa Pakisrejo,
Tugu, Kecamatan Rejotangan,
Desa Panggunguni Kecamatan
Pucanglaban, Desa Kalibatur,
Pagersari, Kecamatan
Kalidawir, Desa Pelem, Pojok,
Tanggung Kecamatan
Campurdarat, Desa Krosok
Kedoyo Kecamatan Sendang ;

Gelombang air laut / pasang /
rob terjadi di Pantai Sine,
pagar tembok penangkis TPI
roboh sepanjang 250 meter
dan menimpa 2 rumah warga
di Desa Kalibatur Kecamatan
Kalidawir ;

Kejadian orang tenggelam
terjadi di pantai sine dengan
korban 1 orang meninggal,
kecebur Dam Ngondang
korban 1 orang meninggal, di
sungai Desa Suwaru
Kecamatan Bandung korban 1
orang meninggal

Ada 9 kali kejadian meliputi
wilayah Kecamatan
Tulungagung di Kelurahan
Karangwaru, Bago,
Kutoanyar, Kenayan,
Kampungdalem dan

Kedungsuko. Kecamatan
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No. Jenis Bencana Lokasi
Boyolangu.

Sumber : BPBD Kabupaten Tulungagung

Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2016
sebanyak 1.095.271 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki
sejumlah 548.759 jiwa atau sebesar 50,10% dan penduduk
perempuan sejumlah 546.512 jiwa atau sebesar 49,90%. Jumlah
penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Kedungwaru dengan
jumlah jiwa 91.811 jiwa atau sebesar 8,33%, sedangkan
Kecamatan Pucanglaban merupakan kecamatan yang memiliki
jumlah penduduk terendah, yaitu sebesar 25.490 jiwa atau 2,33%
dari total jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung. Sedangkan
kepadatan penduduk mencapai 1.038 jiwa/Km?2

Tabel 2.4
Distribusi Penyebaran Penduduk Per Kecamatan Tahun 2016
. I...uas Kepadatan
No Kecamatan Iiakf- Perempuan | Jumlah Wilayah PeIr,lduduk
aki Kecamatan (Orang/Km?)
Km?)
1 | Besuki 19.410 18.990 38.400 82,16 467
2 | Bandung 23.901 23.941 47.842 41,96 1.140
3 | Pakel 26.878 27.084 53.962 36,06 1.496
4 | Campurdarat 29.196 28.812 58.008 39,56 1.466
S | Tanggunggunung | 12.816 12.845 25.661 117,73 218
6 | Kalidawir 37.250 37.519 74.769 97,81 764
7 | Pucanglaban 12.699 12.791 25.490 82,94 307
8 | Rejotangan 40.574 40.302 80.876 066,49 1.216
9 | Ngunut 41.686 41.459 83.145 37,7 2.205
10 | Sumbergempol 36.279 35.914 72.193 39,28 1.838
11 | Boyolangu 41.596 41.104 82.700 38,44 2.151
12 | Tulungagung 33.361 34.080 67.441 13,67 4.933
13 | Kedungwaru 46.086 45.725 91.811 29,74 3.087
14 | Ngantru 29.094 28.576 57.670 37,03 1.557
15 | Karangrejo 22.351 22.091 44.442 35,54 1.250
16 | Kauman 26.447 26.374 52.821 30,84 1.713
17 | Gondang 29.852 30.011 59.863 44,02 1.360
18 | Pagerwojo 15.902 15.650 31.552 88,22 358
19 | Sendang 23.381 23.244 46.625 96,46 483
Jumlah 548.759 546.512 1.095.271 | 1.055,65 1.038

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung
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2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Potensi Ekonomi
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat
hasil-hasil yang dilakukan oleh
(PDRB).

PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Dari

pembangunan ekonomi

pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto

data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur
ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya
disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku.
Sedangkan pertumbuhan ekonominya biasanya dihitung dari
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

PDRB sebagai salah satu indikator makro ekonomi di
Kabupaten Tulungagung menunjukkan peningkatan dalam kurun
beberapa tahun terakhir. Selanjutnya besaran PDRB tersebut
perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk
merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output
(PDRB).

Angka sementara PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Tulungagung tahun 2016 mengalami kenaikan
dibandingkan tahun 2015, yaitu dari Rp. 28.415.295,10 juta
menjadi Rp. 31.289.014,23 juta atau sebesar 10,11%. PDRB
perkapita ADHB juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun
2015 yaitu dari Rp. 27.825.669,21 menjadi Rp. 30.493.113,48

atau naik sebesar 9,58%.

Tabel 2.5

PDRB Perkapita Kabupaten Tulungagung
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016*
PDRB 21.018.678,80 | 23.255.261,80 | 25.780.589,60 | 28.415.295,10 | 31.289.014,23
ADHB
(Rp.Juta)
PDRB 18.999.034,90 | 19.956.570,00 | 20.908.090,00 | 27.825.669,21 | 30.493.113,48
ADHK (Rp.
Juta)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

%)

: Angka Sementara
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Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi yang
terjadi di suatu daerah, seperti pertambahan jumlah industri,
pertambahan produksi sektor-sektor ekonomi, pertambahan
jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan
fasilitas-fasilitas umum), pertambahan produksi kegiatan-kegiatan
ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan
lainnya. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang diperoleh dari
kenaikan PDRB atas dasar harga konstan mencerminkan
kenaikan produksi barang dan jasa di suatu wilayah.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulungagung dihitung dari
pertumbuhan PDRB Tulungagung yang didasarkan atas dasar
harga konstan tahun 2010.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tulungagung,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2013-2016 (%)
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Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung
Ket*) : Angka Sementara

Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan pelaksanaan
pembangunan terutama yang berkaitan dengan kemampuan
pemerintah mengendalikan harga komoditi-komoditi beredar di
masyarakat. Dengan melihat data inflasi dapat diketahui apakah

perencanaan program pembangunan di bidang ekonomi yang telah

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 II - 22



dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.

Inflasi yang tinggi menunjukkan terjadinya kenaikan barang dan

jasa kebutuhan masyarakat sehari-hari yang cukup tinggi atau

dapat juga dikatakan menurunnya kemampuan daya beli

masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa tersebut (nilai riil

uang menurun).

Berikut
Tulungagung Tahun 2013-2016.

adalah

Tabel 2.7
Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 - 2016 (%)

laju

inflasi

Kabupaten

Laju Inflasi 2012 | 2013 2014 2015 | 2016*
Tulungagung 4,63 8,05 7,49 1,53 1,66
Jawa Timur 4,5 7,59 7,77 3,08 2,74
Nasional 4,3 8,38 8,36 3,35 3,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Gambar I.11
Laju Inflasi Kabupaten Tulungagung,
Provinsi Jawa Timur, Nasional
Tahun 2013-2016 (%)
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Laju inflasi di Kabupaten Tulungagung tahun 2015 sebesar
1,53%, dan tahun 2016 naik menjadi 1,66%. Angka ini berada di

bawah angka inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Pergerakan

angka inflasi dari 1,53 di tahun 2015 menjadi 1,66 di tahun 2016

mengindikasikan bahwa laju inflasi masih berada dalam kendali

yang baik dalam mewujudkan stabilitas produksi barang dan jasa,

serta daya beli masyarakat.

RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018

II-23




Kecepatan Pencapaian Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu
ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks
kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya membangun
kualitas hidup manusia dan, juga untuk melihat seberapa jauh
pertumbuhan ekonomi berdampak pada pembangunan manusia..
Kontribusi ketiga komponen IPM, yaitu indikator kesehatan,
indikator pendidikan dan indikator daya beli, diperlukan untuk
menetapkan prioritas program pembangunan. Data IPM menjadi
sangat penting dan bernilai strategis serta dibutuhkan oleh
banyak kalangan terutama pemerintah sebagai bahan rujukan
dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah.Untuk kurun
waktu tahun 2011-2016, perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan

sebagaimana disajikan dalam data berikut ini :

Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013-2016

Uraian 2012 2013 | 2014 | 2015 | 2016"
IPM Kabupaten | g 55 | 6930 | 69,49 | 70,07 | 70,94
Tulungagung
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung

Ket *) : Angka Sementara

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pendidikan
Dalam rangka mencapai target sasaran pendidikan,

dilaksanakanlah strategi dengan meningkatkan sarana dan
prasarana pendidikan yang memadai, memanfaatkan potensi
elemen masyarakat untuk mendukung pendidikan yang
berkualitas, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik untuk
lebih mampu mengembangkan kompetensinya, meningkatkan
pendidikan non  formal yang merata dan  bermutu,
mengoptimalkan jaminan pendidikan kepada anak usia sekolah
dari keluarga kurang mampu, dan mengupayakan bantuan dana
dari Bantuan Luar Negeri, APBN, APBD Provinsi untuk kegiatan
yang tidak terakomodasi dalam APBD.
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Adapun banyaknya sekolah, murid dan guru di Kabupaten
Tulungagung pada Tahun 2016 dapat disajikan sebagaimana tabel

dibawah.
Tabel 2.9
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Per Jenjang Pendidikan
Tahun 2016
No. Komponen Jumlah
I |[SD/MI
1. | Jumlah Siswa (orang) 98.638
a. SD 80.581
b. MI 18.057
2. | Jumlah Guru (orang) 9.429
a.SD 8.199
b. MI 1.230
3. | Jumlah Sekolah (Lembaga) 778
a. SD 666
b. MI 112
II | SMP/MTs
1. | Jumlah Siswa (orang) 48.121
a.SMP 36.423
b.MTs 11.698
2. | Jumlah Guru (orang) 3.652
a. SMP 2.673
b. MTs 979
3. | Jumlah Sekolah (Lembaga) 120
a.SMP 81
b. MTs 39
III | SMA/SMK/MA
1. | Jumlah Siswa (orang) 42.154
a.SMA 17.970
b.SMK 19.635
c. MA 4.549
2. | Jumlah Guru (orang) 2.112
a.S